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ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul “Tinjauan
Figh Siyasah Terhadap Jabatan Pelaksana Tugas Sekretaris Desa di Desa
Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro” untuk menjawab
permasalahan tentang : 1) Bagaimana proses pengisian jabatan pelaksana tugas
sekretaris desa di Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019?, dan
2) Bagaimana perspektif figh siyasah terhadap jabatan pelaksana tugas sekretaris
desa di Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro?

Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (field research) dengan
menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, dan wawancara.
Kemudian, data tersebut dianalisis dari perspektif figh siyasah dan hukum positif
dengan metode kualitatif dalam pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa proses pengisian jabatan
pelaksana tugas sekretaris desa di Desa Sumberrgjo Kecamatan Sumberrejo
Kabupaten Bojonegoro bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor
1 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, khususnya pada pasal 29 ayat (3) dan (4)
yang menjelaskan tentang pengisian jabatan perangkat desa. Sedangkan yang
berkaitan dengan tinjauan siyasah dusturiyyah dalam perspektif figh siyasah
membahas tentang perundang-undangan ysng berhubungan dengan pelaksanatugas
sekretaris desa yang disebut Wizarah (kementerian), karena kementerian adalah
seseorang yang membantu kepal a negara dalam menja ankan tugasnya, makawazir
sebutan dari seorang wizarah memiliki kesamaan proses pengisian jabatan untuk
pengangkatan dan pemberhentian, syarat serta tugas dan wewenang dengan
pelaksana tugas sekretaris desa yang berada dilingkup pemerintahan desa dalam
membantu tugas kepala desa.

Bahwa dengan kesimpulan di atas, maka penulis berharap akan ada
perubahan yang lebih baik dalam pengisian jabatan Sekretaris Desa dan/atau
adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pel aksana tugas bagi
kelancaran, kemakmuran serta keharmonisan di lingkup pemerintahan desa.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi.
Asas desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan oleh Pemerintahan Pusat
kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Dalam Pasal 18 Ayat 1
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menyatakan bahwa pembagian daerah Indones aterbentuk atas daerah besar
dan kecil yang pemerintahannya ditetapkan oleh Undang-Undang.! Dalam
suatu daerah terdapat beberapa desa yang masih sangat asri, yakni di daerah
Jawadan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan margadi Palembang, dan

sebagainya.

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Desa
menyatakan bahwa Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional

L Titik Triwulan Tutik, Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan UU No.32 tahun 2014
dalam sistem pemilu menurut UUD 1945 (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005), 45-46.



yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.?

Terdapat penyelenggara peraturan-peraturan dan kepentingan
setempat yang mendasari terbentuknya suatu desa dalam sistem Kesatuan
Negara Republik Indonseia. Y ang biasa disebut dengan Pemerintahan Desa.
Pemerintahan desa sangat dibutuhkan untuk mengatur, mengayomi, serta
memenuhi  kebutuhan masyarakat. > Dalam pemerintahan desa terdapat
pemerintah desa yang terdiri atas, Kepala desa, Perangkat desa dan Badan

Permusyawarahan Desa (BPD).

Perangkat desa terbagi menjadi sekretariat desa, pelaksana
kewilayahan, pelaksana teknis. 4 Sekretaris desa merupakan salah satu
perangkat desa, yang memiliki unsur penting pembantu Kepala desa yang
bertugas dalam bidang administrasi pemerintahan desa ® Namun, tidak
semua desa memiliki struktur organisasi desa yang lengkap, misalnya
jabatan Sekretaris Desa. Begitupun tugas dan wewenang jabatan tersebut

tidaklah mungkin bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Adapun tugas dan wewenang sekretaris desa salah satu hal penting
seperti yang dijelaskan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 84 Tahun 2016 tentang Susunan Organisas dan Tata Kerja

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat (1)
8 Soehino, llmu Negara, (Y ogyakarta: Librty, 2000) 160.

4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat
(48).

5 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015, pasal 62 ayat (1).



Pemerintah Desa menjelaskan bahwa peran sekretaris desa dalam
membantu kepala desa mengurus administrasi pemerintahan desa yang

sangat penting.

Permasalahan di Desa Sumberrgo Kecamatan Sumberrejo
Kabupaten Bojonegoro yang di tulis oleh penulis yakni jabatan sekretaris
desa yang semula jabatannya kosong, diisi oleh Pelaksana tugas (Pit) dari
perangkat lain secara terus-menerus. Selain itu, jabatan Kepala Urusan
Perencanaan dan Kepala Urusan Keuangan pun mengalami kekosongan.
Sebab, belum diadakan proses mutasi dan penjaringan dan/atau penyaringan

Calon Perangkat desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
67 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa pada Pasal 7. ° Dan Peraturan Daerah Kabupaten
Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor
1 Tahun 2017 tentang perangkat desa Pasal 29 Ayat (4) menerangkan bahwa
pengisian jabatan perangkat desa bisa dengan mutasi jabatan atau dengan
melakukan rekrutmen terhadap masyarakat desa, dan dalam Ayat (3) juga
menjelaskan bahwa pengisisan jabatan perangkat desa paling lambat dua

bulan sgjak perangkat desa yang bersangkutan berhenti.”

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 67 Tahun 2017, pasal 7.
7 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019, pasal 29.



Dalam ha diatas seharusnya Desa Sumberrejo melakukan

mekanisme untuk mencari calon Perangkat desa terutama Jabatan Sekretaris

Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

Pasal 4 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dilakukan

melalui mekanisme sebagai berikut :

a

Pembentukan tim, kepala desa dapat membentuk tim yang berdiri dari
seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
Penjaringan dan penyaringan, kepala desa mel akukan penjaringan dan
penyaringan calon perangkat desa yang dilakukan oleh tim;
Konsultasi kepada camat, hasil penyaringan dan penjaringan bakal
calon perangkat desa sekurang-kuragnya 2 (dua) orang calon
dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat;

Rekomendas dari camat, rekomendasi yang diberikan camat berupa
penolakan atau persetujuan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
dan

Pelantikan perangkat desa.

Namun berdasarkan wawancara dengan Kepala Urusan Pelayanan

tentang sekretaris desa, beliau menjelaskan bahwa sekretaris desa di Desa

Sumberrejo  Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojoneoro masih

mempertahankan Pit. (Pelaksana tugas) untuk melanjutkan tugas Sekretaris

Desa. Yang mekanisme pengangkatannya langsung ditunjuk oleh Kepala

Desa untuk menempati posisi Sekretaris Desa yang sebelumnya kosong,

dikarenakan posisi sekretaris desa yang lama, dilantik menjadi salah satu



staf di Kecamatan Balen. Sebelum dilantik menjadi Pit Sekretaris Desa,

beliau juga menjabat sebagai Kepala Administratif Pemerintahan Desa.®

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun
2019 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Perangkat Desa Pasal 2 Ayat (3) yang menjelaskan bahwa jika perangkat
desa berasal dari luar desa apabila yang bersangkutan lulus dan di angkat
menjadi perangkat desawajib bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan
paling lama 1 bulan setelah pelantikan. Dan di jelaskan pula bahwa dalam
pasal 21 tentang larangan perangkat desa bahwa tidak boleh melakukan
rangkap jabatan. Beliau pun menjelaskan bahwasanya posisi sekretrais desa
masi h belum ada proses |ebih lanjut mengenai penjaringan atau penyaringan

sekretaris desa baru.

Pelaksanaan pemerintah yang diterapkan Desa Sumberrego
Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro masih mengacu pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan khususnya
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa pasal 29

sebelum di lakukan perubahan:

8 Drs. Agus Riyanto, Wawancara, di Kantor Balai Desa Sumberrejo-Bojonegoro, tanggal
1 November 2019.



(1). Daam hal terjadi kekososngan jabatan perangkat desa, maka tugas
perangkat desa yang kosong dilakukan oleh pelaksana tugas dari
perangkat desa yang lain.®

(2). Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
kepala desa dengan Surat Perintah Tugas, yang tembusannya
disampaikan kepada Bupati melalui Camat, paling lambat 7 (tujuh) hari
terhitung sejak tanggal surat penugasan.

(3).Pengisian jabatan perangkat desa yang kosong dilakukan selambat-
lambatnya 2 (dua) bulan sgak perangkat desa yang bersangkutan

berhenti.

Dalam ilmu tata negara Islam di kenal sebagai figh siyasah, yang
secara spesifik membahas tentang seluk beluk peraturan kepentingan umat
manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan
hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang
bernafaskan atau sgjalan dengan garan agama Islam, sehingga dapat
terwujud kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai
kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara yang dijalankannya.”

Kajian figh siyasah terdapat bidang siyasah dusturiyyah yang

membahas masal ah perundang-undangan Negara. Y ang berhubungan antara

9 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, pasal 29.
10 Mujar Ibnu Syarif,Khamami Zada, Figh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam,
(Jakarta: PT. Glora Aksara Pratama, 2008), 11.



pemimpin dan rakyatnya serta kelembaga-lembagaan yang ada di dalam
masyarakatnya. Dalam figh siyasah jabatan sekretaris dalam
pemerintahandisebut sebagai wazir yakni salah satu aspek kenegaraan yang

membantu tugas-tugas kepala nagara (khalifah).

Wazir menurut pemerintahan islam dibagi menjadi dua, yaitu wazir
tanfidh dan wazir tafwidh. Wazir tanfidh menangani urusan pemerintahan
secara umum sedangkan wazir tafwidh mengurusi urusan administratif
terkait pemerintahan. Menurut pemerintahan islam kriteria menjadi calon
wazir juga sangat penting, yaitu :** Muslim, pria, berakal sehat, merdeka,
baligh/dewasa, jujur, adil, panda menjaga amanah dan professional,

berilmu atau berwawasan luas, dan mampu.

Wazir diangkat dan dipilih oleh Khalifah (Imamah) berdasarkan
syarat yang telah diatur dengan syara’. Khalifah adalah seseorang yang
memegang kekuasaan tunggal dalam pemerintahan yang memiliki
ketentuan pengangkatan atau pemberhentian wazir. Jika ada tenggang
waktu kepemimpinan Amir Md’agat (pejabat sementara) sebelum khalifah
yang baru dipilih, dan jabatan wazir juga dimandatkan ke wazir baru.
Namun, jika khalifah yang terpilih memberikan mandat tersebut, maka

jabatan tersebut bisa dilanjutkan.

|gbal Muhammad, Figh Siyasah; Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta:
Kencana, 2014), 169.



K etika seorang khalifah wafat, makajabatan wazir juga berakhir dan
jabatan tidak bisa diperpanjang. Karena dalam hal ini ketika wazir yang
lama berhenti (wafat) maka tidak perlu ada pemyebab pemberhentiannya.
Sebab, jabatan tersebut diangkat dengan akad niya’bah (akan berakhir

dengan sendiri).

Jika dikaitkan dengan figh siyasah dan ketatanegaraan Indonesia,
maka dapat disimpulkan bahwa setiap pemerintahan secara Agama atau
Negara yang memiliki kekosongan jabatan segera melakukan pengisian
setelah yang bersangkutan berhenti dengan cara mutasi dan atau rekrutmen
baru. Demi Nasionalisme, persamaan didepan Hukum, solidaritas sosial,
perdamaian dan keadilan sosial, musyawarah dan menghormati Hak Asas

Manusia dalam lingkup pemerintah desa.

Maka penulis meneliti dan mengkaji Jabatan Pelaksana Tugas
Sekretaris Desa di Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupeten
Bojonegoro Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor
4 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa ditinjau dari figh siyasah dan hukum

Indonesia.

. ldentifikasi dan Batasan M asalah

Berdasarkan latar belakang di atas mengenai Tinjauan Figh Siyasah

Terhadap Jabatan Pelaksana Tugas Sekretaris Desa di Desa Sumberrgjo



Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro tersebut, terdapat beberapa

masal ah yang dapat diidentifikasikan yakni :

1. Dampak apabilaterlalu lama jabatan Pelaksana Tugas Sekretaris Desa

tidak segeradiatasi.

2. Pandangan figh siyasah dustlriyyah terkait dengan Pengisian Jabatan
Pelaksana Tugas Sekretaris Desa dalam konsep kekuasaan di bawah

khalifah (wizarah).

Agar penélitian ini dapat lebih fokus terkait banyak permasalahan

yang muncul, maka penulis membatasi antaralain :

1. Jabatan Pelaksana Tugas Sekretaris Desa di Desa Sumberrgo
Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

2. Tinjauan figh siyasah terhadap jabatan Pelaksana Tugas Sekretaris
Desa di Desa Sumberrgjo Kecamatan SumberrejoKabupaten

Bojonegoro.

C. Rumusan Masalah
Dapat disimpulkan apayang menjadi permasal ahan dalam skripsi ini

adalah :

1. Bagaimana proses pengisian jabatan pelaksana tugas sekretaris desa di

Desa Sumberrgjo Kecamatan Sumberrgo Kabupeten Bojonegoro



berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun

2019?

2. Bagaimana prespektif figh siyasah terhadap jabatan pelaksana tugas
sekretaris desa di Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupeten

Bojonegoro?

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian pustaka yang akan di tulis oleh penulis dan
setelah melakukan penelusuran terkait pembahasan dengan judul skripsi
“Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Jabatan Pelaksana Tugas Sekretaris Desa
di Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro”,
adapun beberapa referensi yang bisa dijadikan sebagal rujukan sebagai

berikut :

1. Penelitian oleh Supriadi dengan judul “Pelaksanaan Tugas Sekretaris
Desa Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 di Keranggan
Kabupaten Muaro Jambi”. Diterbitkan oleh Fakultas Syariah
Universitas |slam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2018.12
Metode yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis normatif dengan
spektifikasi penelitian berupa deskriptif analitis. Dalam penelitian ini

pengarang menjelaskan tugas, fungsi pokok, seranya dan prasarana

12 Qupriadi, “Pelaksanaan Tugas Sekretaris Desa Berdasarkan Undang-undang No. 6
Tahun 2014 di Keranggan Kabupaten Muaro Jambi”, Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2018.
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serta hak dan kewenangan terhadap kinerja sekretaris desa dalam
administrasi pemerintahan desa. Sedangkan skripsi yang penulis tulis
menekankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

menggunakan pendekatan secara figh siyasah dustlriyyah.

2. Penelitian oleh Fadel Muhammad BN dengan judul “Tinjauan Yuridis
Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Desa Baringeng di Kecamatan Lilirilau
Kabupaten Soppeng”. Di terbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin Makassar tahun 2017. Metode ini menggunakan metode
yuridis normatif. Dalam penelitian ini pengarang menuliskan faktor
yang menghambat pelaksanaan sekretaris desa di Desa Bringeng
kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. Sedangkan penulis
menekankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

menggunakan pendekatan secara figh siyasah dusttriyyah.?

E. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di tulis oleh penulis dapat
diuraitkan mengenai tujuan penelitian ini yaitu :
1. Untuk mengetahui pengisian jabatan pelaksana tugas sekretaris desa di

Desa Sumberrgjo Kecamatan Sumberrgo Kabupaten Bojonegoro

13 Fadel Muhammad BN, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Desa
Baringeng di Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng”,Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin Makassar tahun 2017.
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Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun
2019.

2. Untuk mengetahui prespektif figh siyasah terhadap jabatan pelaksana
tugas sekretaris desa di Desa Sumberrgo Kecamatan Sumberrejo

Kabupaten Bojonegoro.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis, penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat untuk
menambah dan melengkapi perkembangan ilmu dan pengetahuan
hukum, untuk menambah referensi keilmuan bidng hukum tata negara,
serta mampu memberikan gambaran teoritis tentang Jabatan Pelaksana
Tugas Sekretaris Desa di Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo
Kabupaten Bojonegoro Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa.

2. Kegunaan Praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan, gagasan,
rekomendasi sertaevaluasi untuk mengambil langkah dalam mengatasi
kekosongan jabatan di Pemerintahan Desa. Diharapkan dengan adanya
perubahan atas aturan mengenai Pengisian Jabatan Pelaksana Tugas

Sekretaris Desa di Desa Sumberrejo Kecamatan SumberrejoK abupaten
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Bojonegoro maka kersi jabatan yang kosong dapat terisi sehingga

keti dakseimbangan pemerintahan dapat segeraterisi.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menjelaskan agar tidak
terjadi kesalahpahaman atau perbedaan penafsiran dalam menelusuri, dan
menguji yang berkaitan dalam judul penelitian. Sesuai dengan judul
penelitian yakni, “Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Jabatan Pelaksana
Tugas Sekertaris Desa di Desa Sumberrgjo Kecamatan Sumberrejo
Kabupaten Bojonegoro”, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan,

yaitu :

1. Pelaksana Tugas
Pelaksana tugas disingkat sebagai Plt. Plt adalah seorang
pejabat yang diberi kepercayaan untuk melaksanakan tugas dan/atau
menepati posisi jabatan yang bersifat sementara karena pejabat yang
menempati posis tersebut berhalangan atau terkena peraturan hukum
sehingga tidak menempati posisi itu.'4
2. Sekretaris Desa
Sekretaris Desamerupakan salah satu perangkat Desa. Perangkat
Desaadalah unsur staf yang membantu K epala Desa dalam penyusunan

kebijakan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur

14 Nandang Alamsah Deliarnoor, “Problematika Pelaksana Tugas (PLT) Dalam Masa
Transisi Pemerintahan™, Jurnal |lmu Pemerintahan Tahun 2015.
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pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang
diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.®

3. Figh Siyasah

Menurut Prof. Ahmad Sukardja, figh siyasah adalah salah satu
disiplinilmu tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia
pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa hukum, peraturan,
dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuassan yang segjalan
dengan dasar-dasar garan dan ruh syariat untuk mewujudkan
kemaslahatan umat dalam gjaran Islam.® Dalam skripsi ini memuat

tentang Figh Siyasah dan Siyasah Dusturiyyah.

H. Metode Pen€litian

Penelitian ini memaparkan secaralengkap, rinci, jelas dan sistematis
agar dapat mempermudah pengetahuan ilmiah atau ilmu. jadi metode
penelitian ini yang digunakan dalam skrips menggunakan jenis penelitian
kualotatif dengan prosedur kajian lapangan field research, maka penulis

menyimpulkan sebagai berikut:

1. Datayang dikumpulkan

15 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017 atas perubahan Peraturan Menteri
Dalam NegeriNo. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa, pasal 1 ayat (5).

16 Ahmad Sukardja, Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Fikih Siyasah, (Ajaran: Ichtiar Van
Hoeve, 2001),198.
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Dalam penelitian ini data yang di kumpulkan adalah data
terkait pengisian jabatan pelaksana tugas sekretaris desa di Desa
Sumberrgjo  Kecamatan Sumberrgjo Kabupaten Bojonegoro,
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 atas
perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1
Tahun 2017 tentang Perangkat Desa dan kemudian menurut
pandangan siyasah dusttrtyah untuk menjawab permasalahan yang

ada

2. Sumber Data
a. Bahan data primer

Data primer dalam pendlitian ini diperoleh dari Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 83 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 67 Tahun 2017atas perubahan Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten
Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 atas perubahan Peraturan Daerah
Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat

Desa.
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b. Bahan data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-
sumber yang telah ada. Data sekunder umumnya berupa dokumen,
buku, skripsi, makalah, artikel, internet, jurnal,serta pendapat para
sarjana yang menunjang penyelesaian penelitian ini. Adapun teknik
pengumpulan dilakukan dengan cara membaca, merangkum,
menjabarkan serta menulis hal-hal yang berhubungan dengan

penelitian.

3. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a Teknik wawancara menjadi metode pengumpulan datayang utama.
wawancara adal ah percakapan yang dil akukan oleh dua pihak yairu
pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan
terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas
pertanyaan tersebut. Wawancara merupakan percakapan antara dua
orang yang sadlah satunya bertujuan untuk menggali dan
mendapatkan informasi dalam mencapai tujuan tertentu.

b. Teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data
yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain. Teknik ini dapat

dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandng subjek
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melalui suatu mediatertulis dan dokumentasi. Teknik ini diperoleh

dari catatan, dokumen, buku-buku, rrkaman dan sebagainya.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan melalui penelitian dimaksudkan
untuk mengetahui atau menjawab pokok-pokok masalah dalam
penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode analisis-kualitatif. 1’ Metode analisis-kualitatif ini berfungs
untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari pustaka
atau bacaan lain yang memiliki hubungan terkait dengan permasal ahan
yang akan diteliti oleh penulis. Hasil penelitian ini untuk memaparkan
sgjelas-jelasnya tentang apa yang diperoleh di lapangan, dengan cara
menyusun keadaan secara sistematis sesuai dengan teori yang ada untuk
menarik kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah. Penulis
menerapkan cara menguraikan atau menjelaskan data yang ada
sehingga diperoleh suatu pemahaman secara menyeluruh. Metode ini
digunakan untuk mendiskripsikan hal-hal yang berhubungan dengan
jabatan Pelaksana Tugas Sekretaris Desa di Desa Sumberrgjo
Kecamatan Sumberrgjo Kabupaten Bojonegoro kemudian akan

dianalisis dalam prespektif figh siyasah.

Sistematika pembahasan

7 Masruhan, Metode Penelitian Hukum, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 208.
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Supaya sistematika pembahasan dalam penelitian ini dapat dipahami

dengan mudah, maka penulis dapat menyusun sistematika sebagai berikut:

Bab | : Pendahuluan.

M erupakan bab pendahuluan yang memuat gambaran umum
sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya.
Babini berisi tentang pola dasar penulisan proposal . Oleh karenaitu,
bab | ini membahas tentang latar belakang, identifikasi dan batasan
masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian,
kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian,

serta sistematika pembahasan.

Bab Il : Kerangka Konseptual.

Merupakan landasan teori yang digunakan untuk
menjelaskan pengertian figh siyasah dalam kajian siyasah
dustlriyyah, yang membahas tentang Wizarah terkait pengertian,
macam-macam wazir, proses pengangkatan dan pemberhentian,
syarat serta tugas seorang wazir. Dalam siyasah dustriyyah
merupakan aspek yang mengatur perundang-undangan untuk

kemasl ahatan masyarakat.

Bab IIl : Data Penelitian

Bab ini memuat Data penelitian yang berisi tentang deskrips

terkait Desa Sumberrgo Kecamatan Sumberrgjo Kabupaten
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Bojonegoro, yakni Sejarah Desa, Keadaan Desa, Struktur
Pemerintahan Desa serta pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa.

Bab IV : Andisis Data

Merupakan bab yang membahas tentang analisis penulis
untuk menjelaskan dan menjawab rumusan masalah tentang
permasalahan jabatan Pelaksana Tugas sekretaris desa di zaman

Rasulullah SAW dan ketatanegaraan.
Bab V : Kesmpulan

M erupakan bab penutup dari skripsi yang didalamnya beris
seluruh isi pembahasan, mengemukaan kesimpulan dan saran.
Kesimpulan merupakan jawaban secara ringkas dan jelas dari
rumusan masalah yang tidak memuat hal-hal diluar permasalahan
pada pembahasan, dan diikuti saran-saran dari penulis yang
bertujuan untuk memperhatikan konsistensi hubungan antara

masyarakat dengan Pemerintah Desa demi kemajuan Desa
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BAB |1

FIQH SIYASAH ; SIYASAH DUSTURIYAH DAN WIZARAH

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Figh Siyasah.

Secara bahasa, figh adalah bahasa yang diucapkan, atau pemahaman
tentang apa yang dikatakan atau diperbuat. Sedangkan secara istilah
(terminologi) figh adalah pemahaman hukum yang sesuai dengan syara’
bersifat amaliyah mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil,
dan di ambil dari Al-Qur’an dan sunnah.? Jadi dapat disimpulkan, bahwa
figh adalah pemahaman atau pengetahuan mengenai hukum islam yang
bersumber dari Al-Qur’an atau sunnah disusun oleh mujtahid dengan jalan

penalaran dan ijtihad.

Kata siyasah secara etimologi (bahasa) berasal dari kata sasa, yang
berarti mengatur, mengurus, memimpin, dan memerintah. Menurut para
ahli, siyasah tedapat beberapa pendapat, yaitu :3

1. lbnu Manzhur, beliau berpendapat bahwa siyasah berarti mengatur

sesual peraturan yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.

! Suyuti Pulungan, Figh Siyasah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta : PT. Raja
Grafindo Persada, 1994), 21.

2 1bid, 23-24.

3 Muhammad Igbal, Figih Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya
Media Pratama, 2007), 3-4.
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. Abdul Wahab Khalaf, menyatakan bahwa siyasah adalah peraturan
perundang-undangan yang ditetapkan untuk menjaga ketertiban dan
kemaslahatan.

. Abdur Rahman Taj, mendefinisikan siyasah merupakan hukum yang
mengatur kepentingan seluruh umat agar sgjalan dengan syariat,
walaupun tidak bersumber dari ayat Al-Qur’an dan/atau sunnah.*

. Ibn Qayyim al-Jauziyah menyebutkan bahwa siyasah merupakan
perbuatan yang menjadikan manusialebih dekat kepada kemaslahatan
agar terhindar dari permasalahan, meskipun perbuatan tersebut tidak
bersumber dari Rasulullah Saw atau diwahyukan oleh Allah Swi.

. Ahmad Fathi Bahas menjelaskan bahwa siyasah adalah mengurus

kemaslahatan umat sesuai dengan ketentuan syara’.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan

bahwa siyasah adalah mengatur dan/atau mengurus kehidupan

bermasyarakat atau bernegara yang bertujuan membimbing mereka untuk

mencapal kemaslahatan umat dari kemudharatan. Jadi, dapat disimpulkan

bahwa figh siyasah adalah ilmu yang mempelgari tentang seluk beluk

hukum islam mengenai peraturan dan kebijaksanaan untuk kehidupan

bermasyarakat yang di buat oleh pemegang kekuasaan dalam bernegara.

Sebagai ilmu yang mempelgjari ketatanegaraan islam, figh siyasah

adalah ilmu yang mempelgari hubungan antara masyarakat dengan

4 Abdur Rahman Taj, Al-Siyasat Al-Syar’iyat Wa Al-Figh Al-Islami, (Dar al-Ta’lif : Mishr,
1953), 10.
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masyarakat, negara dengan masyarakat atau negara dengan negara.°Figh
siyasah membahas tentang sebab, masalah dan aspek yang berkaitan dengan
asal usul Negara dalam sgjarah islam, perkembangan islam, organisasi dan
fungsi dalam kehidupan segala bentuk hukum, atau peraturan serta

kebijakan yang dibuat oleh penguasa.®

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan
ruang lingkup kajian figh siyasah. Berikut menurut Imam Al-Mawardi,
didalam kitabnya yang berjudul a-Akham al-Sulthaniyyah, lingkup kajian
figh siyasah meliputi :”

1. Siyasah Dusturiyyah (Politik Pembuatan Undang-Undang).
2. Siyasah Maliyyah (Politik Ekonomi dan Moneter).

3. Siyasah Qadha’tyyah (Politik Peradilan).

4. Siyasah Harbiyyah (Politik Peperangan).

5. Siyasah ldartyyah (Politik Administras Negara).

Menurut Imam lbn Taimiyyah bahwa ruang lingkup figh siyasah
adalah sebagai berikut :
1. Siyasah Qadha’tyyah.
2. Siyasah ldariyyah .

3. Siyasah Maliyyah.

5 Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam, UINSA Press, 2014), 6.

6 Suyuti Pulungan, Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, (Y ogyakarta: Penerbit
Ombak, 2014), 29.

7 Muhammad Igbal, Fikih siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya
Media Pratama, 2007), 13.
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4. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharfjiyyah.

Sedangkan Abdul Wahab Khalaf berpendapat bahwa figh siyasah
adalah peraturan perundang-undangan untuk mengurus negara sesual
dengan pokok gjaran isam.? Yang dibagi dalam figh siyasah menjadi tiga
bidang, yaitu :

1. Siyasah Qadha’tyyah.
2. Siyasah Maltyyah.

3. Siyasah Daultyyah.

Dari beberapa ruang lingkup figh siyasah dapat di tarik kesimpulan

bahwa figh siyasah dapat di kelompokkan menjadi tiga bagian pokok, yakni

1. Siyasah Dustariyyah.
2. Siyasah Dauliyyah.

3. Siyasah Maliyyah.

B. Pengertian dan Ruang Lingkup Figh Siyasah Dustariyyah

Dalam bahasa, siyasah dustlriyyah terdiri dari dua kata, yakni
siyasah yang berarti pemerintahan, keputusan, kebijaksanaan, dan
pengawasan. Sedangkan dustdriyyah adalah peraturan dan perundang-

undangan yang berasal dari bahasa Persia, biasa disebut dusturi.

8 Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya : UINSA Press, 2014), 6.
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Menurut istilah, dusttr berarti kumpulan kaedah, yang mengatur
hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam suatu

negara, baik secaratidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi).

Dalam buku figh siyasah karangan J. Suyuti Pulungan, secaraumum
pengertian siyasah dustlriyyah adalah ilmu yang mempel gjari berhubungan
dengan peraturan dasar perundang-undangan yang mengatur tentang
kebijakan yang diambil dari kepala negara atau pemerintahan dalam
memenuhi kebutuhan masyarakat.® Hal tersebut berarti siyasah dusttriyyah
merupakan kajian terpenting dalan suatu negara, karena menyangkut dasar
dari suatu negara yaitu hubungan antara warga negara dengan kepala

negaranya untuk memenuhi kebutuhan.

Ruang lingkup pembahasan siyasah dustlriyyah sangat luas dan
kompleks. Oleh karena itu, di dalam figh siyasah dusttriyyah biasanya
dibatasi hanya membahas peraturan dan perundang-undangan. Namun,
dalam pembahasan ruang lingkup figh siyasah dustariyyah diatas tidak
lepas dari dua hal pokok : Pertama, dalil-dalil kulliy, dari ayat-ayat al-
Qur’an maupun al-Hadist, dan garan islam yang mengatur kehidupan
masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah sesuai situasi dan
kondisi termasuk hasil ijtihad para ulama meskipun tidak seluruhnya.’ Figh

siyasah dusturiyyah dapat dibagi empat bidang, yaitu :

9 1bid, 27.
10 A, Djazuli, Figh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu
Syariah, (Jakarta: Kencana, 2003), 48.
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1. Siyasahtasri’iyah , termasuk dalam persoalan ahlul hali wal aqdi, dan
perwakilan rakyat. Y ang membahas hubungan antara muslim dan non
muslim di suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-
undang, Peraturan pemerintah, Peraturan daerah, Peraturan
Pelaksanaan dan lain sebagainya.

2. Siyasah tanfidiyah, figh siyasah yang membahas persoalan imamah,
bai’at, wizarah, wali al-ahadi, dan sebagainya.

3. Siyasah gadaiyah, termasuk didalamnya membahas masalah-masalah
yang ada di lingkup peradilan.

4. Siyasah idariyah, membahas tentang masalah-masalah administrasif

dan kepegawaian.

Dalam pembahasan ini, menurut Dr. Fathiyah al-Nabrawi
menyebutkan bahwa sumber-sumber dalam figh siyasah terdiri atas tiga
bagian, yaitu al-Qur’an dan sunnah sumber-sumber tertulis selain al-Qur’an
dan sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum muslim
terdahulu. Sedangkan dari Prof. H. A. Dzajuli sumber figh siyasah adalima

bagian, yaitu :1

1. Al-Qur’an al-Karim
2. Hadis, terutama persoalan imamah dan kebijakan Nabi Saw dalam

menerapakan hukum.

1 |bid, 53.
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3. Kebijakan-kebjakan khulafah Al-Rasyidin dalam mengendalikan
pemerintahan.  Meskipun  berbeda dalam  mengendalikan
pemerintahan, namun mempunyai tujuan yang sama untuk mencapai
kemaslahatan umat.

4. ljtihad para ulama, dalam figh siyasah dusturiyah hasil ijtihad dari
para ulama ini sangat membantu dalam memahami prinsip figh
dusturi. Karena mencari kemaslahatan umat harus terjamin dan
terpelihara dengan baik.

5. Adat istiadat atau kebiasaan dari suatu bangsayang tidak bertentangan
dengan al-Qur’an atau hadist. Dan ada pula adat kebiasaan yang
diangkat menjadi ketentuan yang tertulis dan diterima sebagai hukum

yang harus di perhatikan.*?

C. Wizarah

1. Definisi dan sgjarah wizarah
Dalam islam istilah wizarah diambil dari kata al-wazr yang
berarti berat atau beban,'®al-wazar yang artinya tempat kembali, dan
al-azr yang artinya punggung. Dalam pengertian diatas, maka kata
wazir memiliki pengertian sebagai pembantu kepala negara dalam
menjalankan tugas-tugasnya. Dengan kata lain, wazir merupakan

tangan kanan dari kepala negara (khalifah) dalam urusan pemerintahan.

12 1hid, 54.
13Konsep Kementerian (Al- Wizarah) Imam Al-Mawardi Dan Relevansinya Terhadap
Sistem Pemerintahan Kontemporer, (Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2017), 21.
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Wizarah muncul sgjak zaman pra-islam dan telah dikenal sgjak
zaman Mesir Kuno, Bani Israil dan Persia Kuno.* Pada masa
pemerintahan Rasulullah, peran wizarah dimainkan oleh Abu Bakar
As-Shidig RA. Rasulullah menunjuk Abu Bakar As-Shidiqg RA. Abu
Bakar As-Shidig RA yang membantu tugas kerasulan dan
ketatanegaraan Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada masa
Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Shidiq RA diangkat menjadi
Khalifah sebagai penerus Nabi Muhammad SAW, dan Umar bin
Khattab diangkat menjadi wazirnya. Berdasarkan sumber lain, kata
wazir dalam al-Qur’an disebutkan dengan jelas di surah al-Furgon dan

surah at-Thaha. Allah berfirman :

(%9//0,1‘}//1///5//// s 08 L0 0 s
-

i::?\fg)’j Q}f ed wu:o.-j g,.':'.gﬁ wyb.:.?k.\.n.b
Artinya : “Dan sesungguhnya kami telah memberikan kitab
(Taurat) kepada Musa dan kami telah menjadikan Harun

saudaranya, menyertai dia sebagai wazir (pembantunya)”. ( QS.
Al-Furgon:35)%

ol s  Jels

Artinya: “Dan jadikanlah untukku seorang Pembantu (wazir) dari
keluargaku (Nabi Harun AS)”. ( QS. At-Thaha:29)6

Pada masa pemerintahan Umar bin Khatab yang menjadi

Khalifah, kemudian beliau membentuk stuktur pemerintahan yang

14 Dr. Muhammad Igbal, M.Ag, Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Edisi
Pertama, (Jakarta: Kencana, 2014), 166.
15 Al-quran dan Terjemahan (Transliterasi Arab-Latin), (Semarang: CV. Asy-Syifa, 2001),

16 1hid, 764.
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didalamnya terdapat fungsi-fungsi khusus. Dan hingga peran wazir
digantikan oleh Khalifah Ustman bin Affan dan Ali bin Abu Thalib.
Pada masa itu, belum ada yang mengena pengertian wazir sebagai
pembantu kepala negara, tetapi hanya disebut dengan diwan dan orang

yang mengepal ainya disebut Shahib Al-Diwan.’

Sedangkan dalam masa pemerintahan Bani Umayyah hanya
melanjutkan dan menyempurnakan stuktur pemerintahan yang telah
ada di zaman Umar bin Khatab, tetapi istilah wazir dikenal dengan
“katib”. Masa dinasti Umayyah katib (wazir) memiliki hak pengawasan
terhadap departemen kemiliteran dan merupakan pangkat tertinggi

diseluruh dinasti.

Masa Bani Abbas dinasti ini banyak mengalami perkembangan
sehingga keduduakan wazir menjadi penting dan bersinar. Kata wazir
dipaka untuk stuktur kementerian negara. Seorang wazir diberikan
kekuasaan seperti khalifah yang berhak mengangkat dan
memberhentikan penjabat, mengawasi peradilam, dan lainnya. Wazir
pertama kali di angkat oleh Abu al-Abbas al-Saffah, yang terpilih

adalah Abu Salamah a-Khallal. Berdasarkan perannya wazir sebagai

17 Dr. Muhammad Igbal, M.Ag, Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Edisi
Pertama, (Jakarta : Kencana, 2014), 167.
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koordinator menteri-menteri yang memiliki tugas dan fungsi tertentu,

maka al-Mawardi membedakan wazir menjadi dua bentuk, yaitu :'8

18 Konsep Kementerian (Al-Wizarah) Imam Al-Mawardi Dan Relevansinya Terhadap
Sistem Pemerintahan Kontemporer, (Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2017), 29.
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a. Wazir al-tafwidh

Adalah pembantu kepala negara yang memiliki
kekuasaan dan kewenangan yang luas untuk melaksanakan
kebijakan negara, tetapi juga ikut merumuskan kebijakan-
kebijakan bersama dengan kepala negara dan juga membantu

menangani urusan rakyat.

Cara pengangkatan wazir al-tafwidh adalah dengan
ditunjuk oleh Imam (Khalifah) yang memiliki tugas dan
wewenang untuk mengatur urusan negara dan pemerintahan

berdasarkan ijtihad wazir sendiri maupun pendapat hakim.

Adapun syarat-syarat menjadi wazir tafwidh yaitu, harus
dilantik dahulu, harus memenuhi syarat-syarat yang telah
ditetapkan oleh khalifah, berilmu, memiliki sifat-sifat mujtahid,
amanah, jika ada tugas yang harus terjun langsung menangani
masyarakat, harus siap menanganinya tanpa menugaskan orang

lain. 19

b. Wazir al-tanfidz

Wazir Tanfidz adalah pembantu kepala negara untuk
mel aksanakan yang tel ah diperintah dan menja ankan keputusan

yang diberikan oleh khalifah. Wazir Tanfidz tidak memiliki

18 Analisis Hukum Pengangkatan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Ditinjau
dari Perspektif Imam Al-Mawardi, (Medan : UIN Sumatera Negara, 2018), 57.
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wewenang apapun kecuali ia dilibatkan oleh khalifah untuk

memberikan pendapat sebagai fungsi kewazirannya.

Cara pengangkatan wazir tanfidz berbeda dengan wazir
tafwidh. Wazir tanfidz hanya dengan pemberitahuan tanpa
adanya pelantikan, tidak harus merdeka dan berilmu karena
tidak memiliki wewenang mengangkat penjabat yang harus
merdeka. Wazir tanfidz bertugas mengurus administras
pemerintahan dan mendampingi Imam (khalifan) dalam

mel aksanakan perintah/tugasnya.?

Pada masa dinasti Turki, jabatan wazir telah kehilangan

identitasnya yang menyebabkan jabatan ini menjadi rendah dan

dipermalukan. Pada masaini nama wazir digantikan dengan wakil atau

naib. Dan tugas wazir mengumpulkan pajak tanah, bea cukai, pajak

untuk memperoleh hak milik dan mengatur pendapatan serta belanja

negara dan gaji penjabat pemeritahan.

. Pengangkatan dan pemberhentian wazir

Khalifah adalah seseorang yang memegang kekuasaan tunggal

tertinggi, memiliki ketentuan untuk pengangkat dan memberhentikan

wazir. Jika khalifah berhenti atau wafat, maka jabatan wazir juga

2! Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi di Desa
Palas, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan), (Lampung : UIN Raden Intan,
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berakhir, kecuali ada tenggang waktu selama 3 hari amir mu’agat
(penjabat sementara) untuk melaksanakan penyaringan baru khalifah
dan jabatan wazir yang baru. Namun, apabila khalifah yang terpilih
memberikan wewenang kepada nya untuk melanjutkan tugasnya maka
bisa dilanjutkan sesuai dengan mandat yang baru dari khalifah yang

baru.

Jika ada khalifah yang berhenti, tidak perlu ada keputusan
tentang pemberhentiannya, sebab pejabat yang diangkat dengan akad
niya’bah akan berakhir dengan sendiri ketika pihak yang mewakilinya
telah tiada atau berhenti. Tugas dan wewenang atas pengangkatan wazir

berada di tangan khalifah?

3. Syarat syarat wizarah

Sistem wazir atau dalam negara di sebut dengan perdana
menteri pertama kali dilakukan oleh khalifah Mu’awiyah bin Abi
Sufyan. Fungsi wazir sebagai pendamping khalifah dalam menjalankan
tugas pemerintahan dan menggantikan beban serta tanggung jawab
khalifah, apabila khalifah berhalangan hadir dan belum bisa
menjalankan pemerintahannya. Syarat-syarat wazir antaralain, berakal

sehat, merdeka, baligh/dewasa, adil, berilmu atau berwawasan luas,

22|gbal Muhammad, Figh Siyasah; Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta
Kencana, 2014), 169.
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mampu, cerdas, cakap, terampil, dapat dipercaya, amanah, muslim,

laki-laki, pekerja keras, dan lainnya.?3

4. Tugas dan hak wizarah

Khalifah memberikan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk
melindungi masyarakat, memperkuat kekuatan militer, membangun
kesiapan perang, menyiapkan persenjataan, dan lainnya kepada seorang
wazir. Tugas wazir yang berhubungan dengan masyarakat dan/atau
lembaga tertentu, maka berada dibawah lembaga seperti menjaga
pertahanan pemerintah, mengurusi urusan perpagakan, mengawasi
pel aksanaan percetakan uang logam dan peredaran makanan, mengikuti

pengawasan |lembaga umum, pengawasan administrasi.

Wazir juga bertugas melakukan pengawasan terhadap surat
menyurat dan tulis menulis rahasia kergjaan atau Negara, bukan hanya
menjaga kualitas tulisan dan gaya bahasa agar selalu menarik dan
memperkuat keabsahan dokumen-dokumen kergjaan Keadaan ini terus
berlangsung sebelum islam masuk, kemudian islan datang

memperkenalkan sistem kekhalifahan.

Dalam sgjarah islam, yang membantu tugas Rasulullah dalam
mengurusi tugas-tugas kenegaraan yaitu Abu Bakar As-Shidiq. Saat

Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekkah ke Madinah, Abu Bakan

2 Konsep Kementerian (Al-Wizarah) Imam Al-Mawardi Dan Relevansinya Terhadap
Sistem Pemerintahan Kontemporer, (Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2017), 24.
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menggantikan beliau dalam musyawarah memutuskan persoalan umat
dengan sahabat-sahabat lainnya. pada saat kehidupan terakhir Nabi,
Abu Bakar juga menggantikan Nabi menjadi imam untuk umat islam

dalam Sholat Jama’ah.?4

% 1bid, 26.
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BAB 111

PENGISIAN JABATAN SEMENTARA PELAKSANA TUGAS
SEKRETARIS DESA DI DESA SUMBERREJO KECAMATAN

SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO

A. Gambaran Umum Desa Sumberrgo Kecamatan Sumberrego

K abupaten Bojonegor o

1. Sejarah Desa Sumberrejo!

Menurut sgarah, Desa Sumberrggo Kecamatan Sumberrejo
Kabupaten Bojonegoro sampai saat ini belum ada bukti konkret atas
peninggalan dan/atau prasasti tentang keberadaan nenek moyang.
Sehingga yang ditulis oleh penulis bukan cerita asli tetapi merupakan

ceritarakyat yang menyebar dari orang ke orang secara turun-temutun.

Awa mula pada tahun 1800, ada seorang punggawa yang
pandai dan sangat cerdas dari Kergjaan Jipang Panolan yang diutus
untuk ke Kergjaan Pagjang. Tetapi punggawa tersebut melarikan diri
atau memberontak Raja Pgjang, hal itu dimaksudkan untuk menyusun
kekuatan sesuai dengan yang diinginkannya.

Kemudian beberapa hari setelahnya, terdengar kabar bahwa ada
seseorang punggawa dari Kadipaten Rajekwesi (Bojonegoro) yang

diasingkan karenatelah melakukan pelanggaran. Namun, berkat adanya

1 Suparno, Wawancara, di kediaman Mantan K epala Desa Desa Sumberrejo-Bojonegoro,
tanggal 2 Maret 2020.

34



Punggawa dari Kergjaan Jipang Panolan yang cerdas dan pinter
tersebut, punggawa dari Kadipaten Rajekwes dibebaskan dan
diberikan pengampunan sehingga bisa kembali mengabdi kan dirinya
di Kadipaten Rgjekwesi. Karena hal itu, punggawa yang melarikan diri
memiliki pengikut (rakyat) dan menamai tempat yang ditinggalinya

menjadi Sumberrejo.

Sebelum meninggal, beliau pernah berpesan kepada rakyatnya
untuk dimakamkan di Sumberrejo yang saat ini makamnya dinamakan

“Makam Mbah Darpo” yang terletak di Dusun Tlumbng B.

Dahulu Sumberrejo terdiri dari dua petinggen (desa) yaitu
Petinggen Jombok dan Petinggen Sumber. Namun segjak berlakunya
undang-undang dari Govermen Belanda tahun 1911, petinggeng

tersebut digabungkan menjadi satu petinggen.?

Dengan bersatunya kedua petinggen tersebut, maka muncul
proses demokrasi pertama kali, yaitu proses pemilihan Kepala Desa
dengan cara pemilihan “esek-esek”. Istilah pemilihan “esek-esek”
dilakukan dengan cara, setiap calon Kepala Desa berdiri di depan,
kemudian panitia menabuh kentongan dan setiap warga menghampiri

calon dengan berjalan merangkul di perutnya terus bersambung di

2 Suparno, Wawancara, di kediaman Mantan Kepala Desa Desa Sumberrejo-Bojonegoro,
tanggal 2 Maret 2020.
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belakangnya. Apabila ada calon yang memiliki pengikut yang banyak

dan paling panjang, ialah pemenang dan terpilih menjadi Kepala Desa.

Berikut runtutan Kepala Desa Sumberrejo dari terbentuknya
undang-undang dari Govermen Belanda hingga saat ini, yaitu : Danang
Danutirto (1911-1936), Suradi (1936-1964), Soepardie (1964-1990),
Suparno (1990-1997), Moedhofir (1997-1998), Edy Waluyo (1998-
1999), Moh. Riyanto (2000-2007), Hj. Suwarti (2007-2012), Siswanto
(2012-2017), Bian Ahmad Jati S.STP (2017-2018), Farid Hidayat

(2018-2019), dan H. Mohammad Rifa’l (2019-Sekarang).

2. Keadaan geografis Desa Sumberrgo Kecamatan Sumberrejo

Kabupaten Bojonegoro.

a) Letak dan luaswilayah?

Secara geografis Desa sumberrejo merupakan salah satu
dari 26 desa di Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro,
yang terletak 750m ke arah barat dari Kantor Kecamatan
Sumberregjo. Tetapi jika ditempuh menggunakan kendaraan
menghabiskan waktu 3 menit. Dan jika berjalan menghabiskan
waktu 7 menit. Desa sumberrggo mempunyai luas wilayah

25,709Ha dengan jumlah penduduk yakni 7.039 jiwa.

3 Profil Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo K abupaten Bojonegoro, Desember 2019.
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Sedangkan secara topografis desa sumberrejo memiliki
ketinggian dari permukaan air laut 16 km. Rata-rata suhu udara
26-32°C. Kelembaban udara rata-rata 29°C dan kecepatan angin
8 km/jam, dengan luas lahan pemukiman 48,70 Ha, luas lahan
sawah 134,50 Ha, luas tegalan 15,10 Ha, lahan bangunan umum

2,90 Ha, lahan pemakaman 1.10 Ha.

PETA DESA SUMBERREJO KECAMATAN SUMBERRETD
KABUPATEN BOJONEGORO

: PASAR

+ SEROLAII DASAR
e © BALALDESA

- REL KERETA AF1
4 JALAN RAVA

© SUNGAL

i JALAN
KAMPI ™G

T

¢ KANTOR
EECAMATAN

Adapun batas-batas wilayah desa sumberrgo yang
menghubungkan Desa Sumberrejo ke desa yang lain. Dari arah
utara desa Sumberregjo terdapat desa Tejo. Sebelah selatan desa
Pekuwon. Sebelah timur desa Talun. Dan sebelah barat desa

Sumuragung.

b) Orbitasi/jarah tempuh dari pusat-pusat pemerintahan®

1) Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan : 750 m

4 Profil Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo K abupaten Bojonegoro, Desember 2019.
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2) Jarak dari pusat pemerintahan Kabupaten : 17 km
3) Jarak dari pusat pemerintahan Provins : 102 km

4) Jarak dari pusat pemerintahan Pusat : 698 km

3. Demografi Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten

Bojonegoro

a) Demografi adalah ilmu yang mempelgari tentang susunan,
jumlah dan/atau perkembangan kependudukan yang
memberikan uraian atau gambaran mengenai suatu wilayah.
Yang memberikan uraian atau gambaran mengena suatu
wilayah. Menurut data profil desa, jumlah penduduk Desa
Sumberrejo sebanyak.

Dalam data kependudukan pada bulan Desember
2019 yang ditulis oleh penulis dari para pihak pemerintahan
desa ada 30 RT yang masing-masingnya memiliki Kartu
Keluarga. Diketahui bahwa jiwa laki-laki sebanyak 2690
orang, jiwa perempuan sebanyak 2687 orang, dan jumlah
kartu keluarga sebanyak 1662 keluarga.

b) Datajumlah dusun, RT dan RW
1) Jumlah dusun 5
2) Jumlah rw ' 9

3) Jumlahrt 130
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¢) Keadaan sosial

Masyarakat Desa  Sumberrgjo  Kecamatan
Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro sangat memahami
bahwa pendidikan sangat amat penting dan berpengaruh
terhadap kehidupan. Ada beberapa banyak fasilitas
pendidikan, antara lain pendidikan formal maupun
pendidikan nonformal. Tingkat Pendidikan yang ada di Desa
Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro
yaitu buta aksara sebanyak 65 jiwa, belum sekolah sebanyak
398 jiwa, tamat SD/Sekolah Dasar sebanyak 1.068 jiwa,
SLTP/Sedergjat sebanyak 1.138 jiwa, SLTA/Sedergjat
sebanyak 2.143 jiwa, D2 sebanyak 108 jiwa, D3 sebanyak
256 jiwa, D4/S1 sebanyak 13 jiwa, S2 sebanyak 13 jiwa.

Sedangkan agama yang ada di Desa Sumberrejo ada
enam, yang terdiri dari 1slam dengan jumlah 6.963 orang,
Kristen katolik sebanyak 43 orang, Kristen protestan
sebanyak 32 orang, Budha sebanyak 1 orang, sertaHindu dan

Konghucu tidak ada.

4. Stuktur Pemerintahan Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberregjo
Kabupaten Bojonegoro®

1) Struktur Pemerintahan Desa Sumberrejo 2019-2025.

5 Profil Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo K abupaten Bojonegoro, Desember 2019.
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Dalam pemerintahan desa pasti selau ada stuktur
organisas dan tata kerja pemerintahan desa yang tertulis dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 Tentang
SOTK Pemerintahan Desa. adapun Stuktur pemerintahan desa
terdiri dari Kepala Desa, Badam Permusyawarahan Desa,
Sekretariat Desa, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Urusan
Keuangan, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Kepala Saks
Pemerintahan, Kepala Saks Kesgjahteraan Rakyat, Kepala Saks
Saksi Pelayanan, Kepala Dusun Kauman, Kepala Dusun
Tlumbung-A Kepala Dusun Tlumbung-B, Kepla Dusun Jombok,

dan Kepala Dusun Sumber.

2) Daftar Nama dan Jabatan Pemerintah Desa

Daam Struktur Organisasi Pemerintah Desa di Desa
Sumberrejo Kecamatan Sumberrgjo Kabupaten Bojonegoro
tahun 2019-2025 yang memegang Jabatan Kepala Desa adalah H.
Mohammad Rifa’l, Sekretaris Desa di tempati oleh Pelaksana
tugas (PLT) Drs. Agus Riyanto, Kepala Urusan Perencanaan
belum ada pengisian jabatan, Kepala Urusan Keuangan belum
ada pengisian jabatan.

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum diisi oleh Edi
Waluyo, Kepala Urusan Pemerintahan diis oleh Drs. Agus
Riyanto yang merangkap sebagai PLT sekretaris desa, Kepala

Saks Kesgjehteraan Rakyat diisi oleh Nurhalimah, Kepala Saks
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Pelayanan diisi oleh Achmad Zainudin, Kepala Dusun Kauman
diis oleh Mohammad Arifin, Kepala Dusun Tlumbung-A diisi
oleh Mohammad L utfhi Fanani, Kepala Dusun Tlumbung-B diisi
oleh Hari Setyawan, Kepala Dusun Jombok diisi oleh Abdul

Kholik, serta Kepala Dusun Sumber diisi oleh Jaidi.

B. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4
Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa di Desa Sumberrejo K ecamatan

Sumberre o Kabupaten Bojonegoro.

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019
perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun
2017 tentang perangkat desa ini muncul untuk memperkuat kewenangan
pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah yang sebelumnya telah
disahkan oleh Presiden melalui Undang-Undang Dasar Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa bagian kelima tentang Perangkat Desa pasal 48.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 atas
perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2019 pasal 76
tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa dan Peraturan
Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 Bab VI tentang

Perangkat Desa menjelaskan didalam pasal 297, berbunyi sebagai berikut :

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 atas perubahan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan
Perangkat Desa, pasal 7.

7 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 atas perubahan Perda
Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, pasal 29.
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(1). Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat desa, makatugas
perangkat desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas
yang dirangkap oleh perangkat desalain yang tersedia.

(2). Pelaksana Tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas, yang
tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat, paling
lambat 7 (tujuh) hati terhitung sejak tanggal penugasan.

(3).Pengisian jabatan perangkat desa yang kosong dilakukan
selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sgak perangkat desa yang
bersangkutan berhenti.

(4).Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat dilakukan dengan cara :

a mutas jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan
Pemerintah Desa; dan/atau
b. penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa
(5).Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dikonsultasikan dengan Camat.

Melihat dari hasil data profil pemerintah desa di Desa Sumberrejo

Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro yang telah penulis rangkum

terdapat  kekosongan jabatan sebagai Kepala Urusan Perencanaan dan

Kepala Urusan Keuangan, serta posis Sekretaris Desa yang semula kosong

sgjak bulan Juni 2019 kemudian ditempati oleh Pelaksana Tugas (Plt)

dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Desa pada bulan September 2019.
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Menurut wawancara yang berlangsung dengan Kepala Urusan
Pelayanan, Bapak Achmad Zainudin mengungkapkan bahwa; 8“sebelum
Sekretaris Desa Mengalami kekosongan, Plt. Sekretaris Desa yang bernama
bapak Drs. Agus Riyanto yang menjabat sebagai Kepala Urusan
Pemerintahan menjadi Penjabat (Fj) sementara Kepala Desa yang bertugas
untuk membantu mensukseskan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa

sampai terpilih Kepala Desa baru.

Pada bulan Juni 2019, posis jabatan Sekretaris Desa mengalami
kekosongan  dikarenakan  Sekretaris Desa yang  sebelumnya
dipindahkan/dilantik menjadi Staf di Kecamatan Balen. Dan Kepala Desa
Sumberrejo menugaskan beliau untuk menjabat sebagai Pt Sekretaris Desa

di Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro”.

ungkapnya.

Adanya pengangkatan Plt. Sekretaris Desa ditetapkan pada 13
September 2019 di Kantor Balai Desa Sumberrejo, yang ditunjuk langsung
oleh Kepala Desa Sumberrejo Bapak Mohammad Rifa’i. Sebelum adanya
pengangkatan Plt. Sekretaris desa padatanggal 13 September 2019, Bapak
Mohammad Rifa’l selaku Kepala desa meminta pertimbangan kepada
Badan Permusyawarahan Desa (Bapak Haryanto), Lembaga Pemberdaya
Masyarakat Desa (Bapak Sofyan), dan Tokoh Masyarakat (Bapak Jama’ah).

Namun beliau juga menjelaskan bahwa, ”jika kepal a desa tidak melakukan

8 Achmad Zainudin, Wawancara, di Kantor Balai Desa Sumberrejo-Bojonegoro, pada 7
November 2019.



perundingan terlebih dahulu, tidak masalah karena tidak di atur di dalam

peraturan perundang-undangan.”®

Pembentukan tim tersebut melakukan diskusi mengenai pelaksana
tugas sekretaris desa yang akan diberikan mandat pengganti sekretaris desa
sementara. Kelapa desa memilih perangkat desa yang mampu dan memiliki
kinerjayang baik dalam melaksanakan tugas pemerintahan desa. Y ang akan
dikonsultasikan oleh camat. Jika camat tidak setuju dilakukan diskusi ulang,

namun jika camat setuju maka di lakukan pelantikan.

Tambahnya, “Kekosongan jabatan juga terjadi pada Kepala Urusan
Keuangan dikarenakan perangkat sebelumnya yang mengis jabatan
tersebut meninggal dunia, dan Kepala Urusan Perencanaan kosong
dikarenakan belum ada Kepala Desa definitif (sudah pasti) hingga sekarang

telah ditetapkannya Kepala Desa yang baru.”1°

Melihat dari banyaknyajumlah penduduk di Desa Sumberrejo, maka
terdapat jumlah penduduk sebesar 7.039 jiwa. Jika memahami Peraturan
Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 4 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa
pasad 29, Desa Sumberrgo dapat memilih Calon Kepala Urusan

Perencanaan dan Calon K epala Urusan K euangan sebanyak dua orang untuk

° Drs. Agus Riyanto, Wawancara, di Kantor Balai Desa Sumberrejo-Bojonegoro, 5 April
2020.

10 Achmad Zainudin, Wawancara, di Kantor Balai Desa Sumberrejo-Bojonegoro, tanggal
1 Maret 2020.



menempati posisi yang kosong tersebut. Serta satu orang untuk menempati

posisi Sekretaris Desa yang telah di tempati oleh Pit. Sekretaris Desa.

Namun, berdasarkan wawancara dari salah satu masyararakat Desa
Sumberregjo, “belum ada pengumuman dari pemerintah desa tentang
rekrutmen atau penyaringan terkait lowongan di Pemerintahan Desa
Sumberrgjo”. Sehingga sampal saat ini pemerintah desa mash
mempertahankan Pelaksana Tugas (PIt) untuk melangsungkan tugasnya
hampir 7 bulan setelah Surat Perintah Tugas dikeluarkan. Dan masih terjadi
kekosongan jabatan pada Kepala Urusan Perencanaan dan Kepala Urusan

K euangan.

Seringkali Pemerintah Desa membiarkan begitu sgja dan
menyepelekan hal tersebut. Jika kursi jabatan Sekretaris Desa hanya di
gantikan oleh Pelaksana Tugas (PIt) tanpa ada mutasi atau penyaringan dari
Kepala Desa yang pengangkatnya dilakukan oleh Sekretaris Daerah
Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota, ' maka wewenang, ruang
lingkup, fungsi maupun kekuasaan jabatan tersebut menjadi tidak efisien

dan terbatas.

1 peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, pasal 25 ayat (2) dan pasal 26 ayat (2).
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BAB IV

ANALISISFIQH SIYASAH TERHADAP JABATAN PELAK SANA
TUGAS SEKRETARISDESA DI DESA SUMBERREJO
KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO

A. Analisis Proses Pengisian Jabatan Pelaksana Tugas Sekretaris Desa di
Desa Sumberrgjo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4
Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat
digunakan sebagai analisis proses pengisian jabatan pelaksana tugas
sekretaris desa di Desa Sumberrgo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten
Bojonegoro Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor
4 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa, yaitu Perangkat Desa merupakan
bagian terpenting yang memegang kekuasaan pemerintahan desa setelah

kepala desa.

Dalam sebuah desatentunya memiliki pelaku atau subyek pelaksana
yang menjalankan tugas dan tanggung jawab terhadap masyarakat
berdasarkan aturan desa yang menjadi kunci kesusksesan dalam
membangun rumah tangga desa. Dalam hal tersebut, pelimpahan urusan

pemerintahan desa diberikan kepada kepal a desa dan perangkat desa.

Pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala desa
berjalan selama 12 periode, awa periode dipimpin oleh Danang Danutirto

(1911-1936), Suradi (1936-1964), Soepardie (1964-1990), Suparno (1990-
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1997), Moedhofir (1997-1998), Edy Waluyo (1998-1999), Moh. Riyanto
(2000-2007), Hj. Suwarti (2007-2012), Siswanto (2012-2017), Bian Ahmad
Jati, S.STP (2017-2018), Farid Hidayat (2018-2019), serta H. Mohammad

Rifa’i (2019-Sekarang).

Mengenai kekosongan jabatan yang dialami Negara Indonesia
merupakan unsur terpenting dalam pemerintahan, maka jika tanpa adanya
pengisian jabatan pemerintahan akan mengalami vakum, dan fungs,
kewenangan serta tugas jabatan menjadi terbatas dan tidak berjalan

sebagai mana mestinya.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017
perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pasa 5
menegaskan bahwa kekosongan jabatan perangkat desa dapat terjadi karena

beberapa faktor, yaitu :

1. Meninggal Dunig;
2. Permintaan Sendiri; dan

3. Diberhentikan.?

Maka jika terjadi kekosongan jabatan perangkat desa dari tiga hal

diatas maka bisa melakukan mekanisme pengisian jabatan (sekretaris desa)

! Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa.
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yang telah diatur dalam pasal 4, yaitu Pertama, Pembentukan tim yang di
lakukan oleh kepala desa terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota, Kedua,
penjaringan dan penyariangan yang dilakukan oleh tim, Ketiga, melakukan
konsultasi dan rekomendasi camat mengenai calon perangkat desa,

Keempat, pelantikan Perangkat Desa yang telah terpilih.

Dalam ketentuan yang telah di paparkan di BAB sebelumnya
mengenai kekosongan jabatan yang telah di atur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang perangkat
desa pasal 29 ayat (4) “pengisian jabatan perangkat desa bisa dengan
melakukan  mutas  jabatan  perangkat desa lain  dan/atau

penjaringan/penyaringan calon perangkat desa yang baru”.

Dalam salah satu wawancara dengan perangkat desa (Edy Waluyo)
men;j el askan bahwa di lantiknya Pelaksana tugas sekretaris desa tidak harus
berdasarkan perundingan dengan BPD, LPMD, serta Tokoh Masyarakat.
Akan tetapi, dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2018
tentang Penghasilan Kepala desa dan Perangkat desa pasal 1 ayat (9)
menjelaskan bahwa plt. sekretaris desa merupakan perangkat desa yang
ditunjuk kepala desa untuk melakukan hak dan kewajiban sebagai sekretaris
desa. Sedangkan dalam pasal 9 ayat (2) yang berbunyi, “PlIt. sekretaris desa

selain mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan sebagai perangkat
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desa, dapat diberikan tunjangan jabatan sebagai sekretaris desa paling

banyak 50% (lima puluh persen).”

Menurut saya, pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam
pemerintahan desa masih belum sesuai dengan apa yang telah di undang-
undangkan. Jika belum ada aturan yang menj el askan terkait pelaksana tugas
sekretaris desa harusnya pemerintahan desa berpedoman pada peraturan

yang telah di undangkan yaitu tentang perangkat desa.

Daam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun
2019 atas perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1
Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
menjelaskan terkait mekanisme pengangkatan perangkat desa dan jika
terjadi kekosongan jabatan yang telah di gantikan oleh Plt Sekretaris desa,
tetapi hal tersebut tidak lebih dari ketentuan perundang-undangan yaitu
selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah perangkat desa berhenti,
sedangkan Desa Sumberrggo Kecamatan Sumberrgjo Kabupaten
Bojonegoro mempertahankan Pelaksana tugas sekretaris desa dari bulan
pelantikan (Sepetmber) terhitung hampir 7 (tujuh) bulan tanpa ada

ketentuan mutas dari kepala desa.

Sedangkan kepala desa memiliki tanggung jawab dan keputusan
terhadap perangkat desa untuk melakukan mutas jabatan perangkat desa
yang diisi oleh PIt sekretaris desa atau lebih di prioritaskan mencari

perangkat desa baru yang akan menempati posisi sekretaris desa.
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Terkait dengan wawancara tersebut, menurut saya Peraturan Bupati
Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penghasilan Kepala Desa dan
Perangkat Desa diatas menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa pelaksana tugas
sekretaris desa. Pelaksana tugas sekretaris desa merupakan perangkat desa
karena penghasilannya bersumber dari APBDesa serta pelaksanaan
pengangkatan atau pemberhentiannyajuga harus di sesuaikan dengan aturan

yang berlaku.

. Analisis Figh Siyasah Terhadap Jabatan Pelaksana Tugas Sekretaris
Desa di Desa Sumberrgo Kecamatan Sumberregjo Kabupaten
Bojonegoro.

Dalam ketatanegaraan Islam, figh siyasah dapat dibagi delapan
bidang, yaitu Siyasah Dusturiyah Syar’iyyah (Politik Pembuat Undang-
Undang), Siyasah Tanfidiyah Syar’iyyah (Politik Pelaksanaan Perundang-
Undangan), Siyasah Qadaiyah Syar’tyyah (Politik Peradilan), Siyasah
Idartyah Syar’tyyah (Politik Administrass Negara), Siyasah Maliyyah
Syar’iyyah (Politik Ekonomi dan Moneter), Siyasah Dauliyyah Syar’iyyah
(Politik Hubungan Internasional), Siyasah Harbiyyah Syar’iyyah (Politik

Peperangan) dan Siyasah Tasyri’tyyah Syar’iyyah (Politik Hukum).

Menurut penelitian dari penulis, dalam hal yang mengenai pengisian
jabatan sekretaris desa yang diisi oleh pelaksana tugas sekretaris desa ini
dalam ilmu figh siyasah dapat digunakan dalam permasalahan siyasah
dustlriyyah. Siyasah dusttrtyyah merupakan ilmu politik yang membahas

tentang pemerintahan dan ketatanegaraan islam yang bersumber dari Al-
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Qur’an dan hadist. Siyasah dusturiyyah merupakan kaidah yang mengatur
persoalan dan hubungan antara masyarakat dalam negara, baik tertulis
(konstitusi) maupun tidak tertulis (konvensi) yang mengandung prinsip-
prinsip pokok pemerintahan negara yang tertuang dalam peraturan

konstitusi, perundang-undangan, dan peraturan lainnya.

Indonesia memiliki sistem pemerintahan pusat dan daerah yang
bertujuan menjaga seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memaj ukan
kesgahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut
memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadidan keadilan sosial. Pemerintahan Daerah memiliki susunan terkecil

yang membantu mengatur pemerintahan yaitu pemerintahan desa.

Pemerintahan desa merupakan wadah terkecil masyarakat yang
menyalurkan aspirasi. Dalam menjalankan pemerintahan desa dilakukan
oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, serta Perangkat Desa
lainnya. Dalam ketatanegaraan Islam lembaga pemerintahan desa disebut

sebagai Imamah (Khalifah), Ahl Ahla Al-Halli Wa Al-Aqdi, dan Wizarah.

Dalam pemerintahan desa Kepala desa dibantu oleh Perangkat desa
(Sekretaris Desa) untuk menjaga pertahanan pemerintah, mengurusi urusan
perpajakan, menggantikan Rasulullah saat berhalangan hadir, mengawas
pel aksanaan percetakan uang logam dan peredaran makanan, pengawasan

terhadap surat menyurat dan tulis menulis serta dokumen rahasia kerajaan
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atau Negara, mengikuti pengawasan lembaga umum, pengawasan

administrasi. Hal tersebut tertulis dalam Firman Allah:

(45//1 D T s 08 sor0 i

J.))j OJJJB ol wbl:o—j ng\ wyukwj
Artinya : “Dan sesungguhnya kami memberlkan kitab (Taurat)
kepada Musa dan kami telah menjadikan Harun saudaranya,
menyertai dia sebagai wazir (pembantu)”. ( QS. Al-Furgon:35)2

ol s  Jels

Artinya : “Dan jadikanlah untuk seorang Pembantu (wazir) dari
keluargaku (Nabi Harun AS)”. ( QS. At-Thaha:29)3

Dalam menjalankan tugasnya wizarah memiliki syarat untuk
menjadi wazir, yaitu cerdas, cakap, terampil, dapat dipercaya, amanah,
muslim, laki-laki, pekerja keras, berakal sehat, merdeka, baligh/dewasa,

adil, berilmu atau berwawasan luas, dan mampu.

Adapun pengangkatan dan pemberhentian wazir, yaitu jika khalifah
berhenti atau wafat, maka jabatan wazir berakhir. Namun, ada tenggang
waktu selama 3 hari amir mu’agat (penjabat sementara) untuk melakukan
penyaringan baru khalifah dan jabatan wazir yang baru. Tetapi jikakhalifah
yang terpilih memberikan wewenang tersebut kepada wazir maka jabatan
tersebut dilanjutkan sesuai dengan mandat yang baru dari khalifah yang

baru.

2 Al-gquran dan Terjemahan (Transliterasi Arab-Latin), (Semarang: CV. Asy-Syifa, 2001),
676.
3 Ibid, 794.

52



Jika ada khalifah yang berhenti, meninggal atau atas permintaannya
sendiri tidak perlu ada keputusan tentang pemberhentiannya, sebab pejabat
yang diangkat dengan akad niya’bah akan berakhir dengan sendiri ketika
pihak yang mewakilinyatel ah tiada atau berhenti. Tugas dan wewenang atas

pengangkatan wazir berada di tangan khalifah.

Menurut saya, pemerintahan pada zaman Nabi memiliki persamaan
dengan ketentuan perundang-undangan zaman sekarang. Dalam
pengangkatan dan pemberhentiannya telah di atur jika khalifah berhenti
maka otomatis wazir berhenti, dan untuk melakukan pemilihan diberikan
tenggang waktu selama 3 hari. Namun jika khalifah yang baru terpilih dan
memberikan jabatan wazir kepadanya maka wazir dapat melanjutkan
tugasnyaa, dan sebaliknya. Oleh karena itu, dalam perundang-undangan
telah di tegaskan bahwa pengangkatan bisa dengan mutasi atau pencarian

wizarah baru.

Sedangan dilihat dari pengangkatan dan pemberhentian, tugas dan
wewenang serta Syaratnya, seorang pelaksana tugas sama dengan wazir
tanfidh. Wazir tanfidh diangkat hanya dengan diberikan surat perintah atau
surat pemberitahuan sgja dengan syarat jujur, amanah, laki-laki, tegas,

merdeka dan lain sebagainya.
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BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari datadan analisisyang telah di tulis pada BAB sebelumnya,
maka penulis dapat menyimpulkan serta menjawab rumusan masalah
sebagai berikut :

1. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019
perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1
Tahun 2017 tentang Perangkat Desa terhadap pelaksanaan yang
diterapkan oleh pemerintahan desa di desa Sumberrejo, Kecamatan
Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro dari mekanisme pengangkatan
untuk pengisian jabatan pelaksana tugas sekretaris desa dilaksanakan
dengan bak. Tahapannya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dengan tahapan pembentukan tim dan mempertimbangkan
perangkat desa yang akan menggantikan, melakukan konsultasi dari
camat, hingga menetapkan pelaksana tugas sekretaris desa untuk
menjalankan tugas sekretaris desa definitif.

2. Sedangkan dalam pandangan siyasah jebatan pelaksanatugas sekretaris
desa termasuk dalam pembahasan Wizarah dalam pengangkatan wazir
yang membantu tugas-tugas seorang khalifah (imamah), karena
khalifah hanyalah seorang manusia biasa yang mengurus seluruh

umatnya dan tidak akan bisa menjalankan tugasnya tanpa ada yang



orang lain yang membantunya. Oleh karena itu, khalifah mengangkat
wazir (pembantu) untuk menjalankan roda pemerintahan islam.
Begitupun kepala desa mengangkat pelaksana tugas sekretaris desa
untuk menggantikan kekosongan jabatan sementara waktu untuk
membantu dan mengurus tugasnya dibidang yang telah ditetapkan.
Serta bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Desa Sumberrejo,

Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro.

B. Saran

Mengenai pembahasan dan pokok masalah yang telah dianalisisoleh
penulis, maka penulis menyarankan untuk perlu adanya peraturan yang
mengatur tentang pelaksanatugas di lingkup desa atau pemerintahan umum,
baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan yang
mengatur terkait dengan pelaksana tugas serta hak dan kewagjiban jabatan
pelaksana tugas sementara. Dengan adanya peraturan tersebut maka
pemerintahan tidak lagi bingung untuk menetukan jika terjadi kekosongan
jabatan yang akan di gantikan oleh Pelaksana tugas (Pit), karena hal itu
sangat penting bagi kelancaran, kemakmuran serta keharmonisan di

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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